


kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesual dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

(1) Setiap Orang atau Badan vang menyelenggarakan Fasilitas Parkir
tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).

(2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan prida‘na kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah)

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan
sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 41
Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu
2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib
menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang
berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Daerah ini.

BAB XllI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah
ini diundangkan.



Pasal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang.
Ditetapkan di Rembang

pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
o besl
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ..... NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../.....)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR .... TAHUN ....

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

UMUM

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin
meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti
dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu
lintas berupa fasilitas parkir. Penyenyelenggaraan parkir berpotensi
pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan
kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut’ salah diantarnya dapat
muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan
kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola
secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa
mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran yang memadai dan di
gisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa
Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting
dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian,
pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan
di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya
pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran,
yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada
lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan
menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Dalam menindaklajuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang
perlu untuk mengatur penyelenggaraan Perparkiran ini dan
menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan
Perparkiran tersediri.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran int
diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan perparkiran di Daerah
berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan
dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian
hukum.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21



Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurut b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir’
antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir
elektronik. ’
Huruf ¢
Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada
fasilitas yvang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)



Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan”
adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir
yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk
kegiatan perparkiran, antara lain dengan
kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39 !
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR ......



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN USUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISATIF DPRD MENJADI RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN DI KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Perparkiran berasal dari DPRD Kabupaten
Rembang telah melalui tahapan sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 9 Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor
2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Rembang;

b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran,

—

Mengingat: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



10:

11.

12.

13.

14.

1.

16.

17.

18

_ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

_Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan;

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perhubungan;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tempat Parkir
Khusus;

Memperhatikan: 1. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Rembang, tanggal 21 Juni 2019.
2. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal
21 Juni 2019.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten

Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagaimana
terlampir;



KEDUA

KETIGA

e mswvmwmﬁa%'ﬁxﬁwm‘m

. Menyerahkan proses penetaparn Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Rembang sebagaimana  diktum  PERTAMA
Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang,
kepada Bupati Rembang;

. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal, 21 Juni 2019




